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Abstrak
Petinggi Kampung adalah pemimpin pemerintah daerah tertinggi di tingkat desa.
Namun bagaimana pengaruh jenjang pendidikan Petinggi Kampung terhadap
kinerja pemerintahan desaengingat tugas dan wewenang nya yang sangat besar
bahkan melebihi kepala lurah yang memiliki wewenang sangat terbatas serta
dijawibkan PNS dengan pendidikan minimal S1. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui pengaruh tingkat pendidikan serta faktor yamgpangaruhi terhadap
kinerja Petinggi Kampung di Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat Dan Desa Tanjung
Jandanmencari tau apa yang menjadi faktor pendukseriapenghambat kinerja
Petinggi Kampung dalam meltgaakan program pemerintah de$enelitian
dilakukan dengan pendekatan permasalahan mengenrbhahghng bersifat yuridis
dan kenyataan yang ada serta deskripsi anakfsisil penelitian yang diperoleh
bahwa;Pertama, bahwa Petinggi Kampung dengan pendidikan Sarjana memiliki
kemampuan administrasi dan adaptasi kebijakan yang lebih sistematis, sedangkan
Petinggi Kampung yang berpendidikan SMA tetap mampu menjalankan
pemerintahan desa karena adanya pengalaman dan duokyatihan dari
pemerintah. Perbedaan jenjang pendidikan tidak secara signifikan neeuigng
hasil kinerja, karena ada pelatihan dan pembinaarforamal yang menunjang
untuk meningkatkan kapasitas Petinggi Kampulgdua, Faktor pendukung
Petinggi Kampung dalam melaksanakan tugasnya karena budaya gotong royong
yang masih melekat sehingga program pemerintah desa mudah diterima
masyarakat dan Petinggi Kampung dengan masyarakat sangat penting, fasilitas
memadai, dan faktor penghambatya kurang kesadaran akan pentingnya
pendidikan Petinggi Kampung karena keterbatasan pendidikan di desa membuat
masyarakat kurang Kkritis, politik balas budi yang dilakukan Petinggi Kampung
yang justru menghambat proses berjalannya pemerintahan desa.
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A. Pendahuluan

Wilayah negara Kesatu&epublik Indonesia terbagi atas daerah provnsi dan
didalamnya terdapat daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, kemudian
Kecamatan hingga yang lebih kecil yaitu Desa/Kelurahan. Dakefah tersebut
menjadi sattkesatuan dalam wilayah Negara KesatRapublik Indonesia. Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Uhbhatang
Dasar 1945 telah memberikann kekuasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan
otonomi daerah. Dengan demikian perlu adanya pengaturan hubungan yang serasi
antaa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dapat menjamin
perkembangan dan pengembangan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintah
desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga
desa memiliki kewenangan untuk mengatur darengurus kepentingan
masyarakatnya.

Dalam tingkatannya, setelah kecamatan, pemerintah desa yang langsung
melayani masyarakat merupakan bagian terpenting dalam sistem pemerintahan.
Meskipun otonom desa memiliki haknya sendiri dalam kaitannya dengan
kecamatan dan kelurahan. Pemerintah desashi@bih mencerminkan sistem
demokrasi karena pada dasar nya Kepala Desa/Petinggi Kampung dipilih oleh
masyarakat demi perbaikan agar proses pembangunan desa dapat berjalan dengan
lancer dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa
penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi
daerah. Berdasarkan Undangdang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan anakgt melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat khususnya masyarakat
daerah, maka perlu diselenggarakan otonomi luas kepada daerah yang merupakan
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri uusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundangundangari. Sehingga lahirnya Undaagndang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa menjadikan Desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi

1 Ayu Widiya Ningsih, etal , OKepemi mpi nan Kepala Desa Da
Tugas Di Desa Jemparing Kecamatan Long |k
Jurnal Administrasi Negaradisi no. 2, Vol. VII, 2019.

2 Vina Andri a Puspa, OEvaluasi Kinerja Kepa
Fungsu Dan Perannya Di Era Pandemi Covid-19 Desa Komodo Kacematan
Komodo Kabupaten Manggar ai Bar at 6, (Uni v
Mataram:2023).

8 Bambang Adhi Pamungkas, OPel aksanaan Ot on

Undang Nomor 6 Tahun 20 1lJrnat USMtiaavrRgviewde s a 6 , d
no. 2, Vol. 1, 2019.
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menjadi subyek pembangunan. Sebagaimana desa mendapatkan hak dan kewajiban
untuk mengatur sistem pemerintahan sendiri.

Desa dipimpin oleh Kepala Desa/Petinggi Kampung sebagai pemerintah
yang menjalankan fungsi otonomi daerah seperti yang telah diatur dalam Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur reeagwewenang, tugas, dan
kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desanya dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Tugas Kepala Desa/Petinggi Kampung adalah menyelenggarakan
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Dalam menyelenggarakan
pemerintahan desa, Kepala Desa/Petinggi Kampung bertagagurus urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, seperti administrasi kependudukan,
pertanahan, perizinan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan
lain-lain#

Struktur Organisasi Kepala Desa/Petinggi kampung:
1. Kepala Desd&etinggi Kampung

2. Sekretaris Desa

3. Kepala Seksi Pemerinthan

4. Kepala Seksi Kesejahteraan

Dalam melaksanakan pembangunan desa, Kepala Desa/Petinggi Kampung
bertugas merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengawast program
programpembangunan yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dana
bagi hasil, bantuan keuangan, dan sursioenber lain yang sah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa/Petinggi
Kampung bertugas mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
desa, seperti administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, ketentraman dan
ketertiban, perlindungan masyarakat, dan-lain.

Dengan demikian, Kepala Desa/Petinggi Kampung memiliki tugas dan
wewenang yang besar dalam menjalankan pemerintahan di desanya. Namun
berdasarkan data dari Bada Pusat Statistik tahun 2021, tingkat pendidikan kepala
desa di Indonesia di dominasi oleh lulis8MA sebesar 57,54%, sedangkan
Kepala Desa/Petinggi Kampung yang memiliki pendidikan S1 adalah 23,62%, dan
kepala desa yang berpendidikan S2/S3 hanya 13&#tkan diantaranya ada yang

4 Dody Eko Wijayant o, OKepala Desa Dengan Bas
Dal am Pembent ukan P e duantllndependeridisisna. ©, Val.a | a m
11, 2014.

5 Antara Maluku, 0 Wakaj at.i : Pendi di kan kades rendah
d e s dikutip dari https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati -
pendidikan -kades-rendahpengaruhi-pengelolaan-dana-desa
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tidak lulus sekolah dasar, sehingga membuat kepala desa dengan pendidikan yang
rendah tidak mampu memahami aturan dari Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendes PDT) atau pun aturan dari
Kementrian Dalam negeri (Kemendggsehingga terkadang terjadi penyimpangan
akibat ketidakmampuan kepala desa dalam memahami peraturan serta cara
pengelolaan dana desa yang baik.

Bahkan dana desa sering kali digunakan tidak dengan semestinya seperti
membangun jalan dengan dana desa lalu disandingkan kualitasnya dengan
pengerjaan jalan melalui proses lelang. Karena sejatinya dana desa ditujukan untuk
pemberdayaan masyarakat Kamputay dengan jumlah terbatas membangun
jalan desa tentunya mengutamakan oraragg desa itu sendiri, terutama para
pengangguran sehingga tidak melihat kemampuan dan keahlian mereka.

Untuk dana desa sejak tahun 2015 sampai tahun ini alokasi anggarannya
selalu meningkat. Misalnya pada 2015 dialokasikan dana desa sebesar Rp. 20
triliun, 2016 sebesar Rp. 46 triliun, 2017 sebesar Rp. 60 triliun, 2018 sebesar Rp.
60 triliun, 2019 sebesar R0 triliun dan 2020 sebesar Rp. 72 triliun, kemudian
2021 RAPBN naik menjadi Rp. 74 triliun disebar ke ddssa. Meskipun dana
desa naik setiap tahun namun perbaikan dan pembangunathedadédak terlihat
signifikan dikarenakan kemampuan para kepakadialam mengelola dana désa.

Kinerja Kepala Desa/Petinggi Kampung dapat dilihat dari kualitas, kuantitas,
kehandalan dan sikap. Kepala desa merupakan penanggung jawab di bidang
pemerintahan terutama dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat. Kepala Desa/Petinggi Kampungebakuntuk memberi kekuasaan
kepada masyarakat desa agar bisa menentukan apa yang baik bagi mereka dan dapat
membimbing mereka, pemberdayaan masyarakat yang dimaksud yaitu bagaimana
upaya Kepala Desa/Petinggi Kampung untuk mengembangkan kemampuan,
kemandiran dan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat bisa membangun diri
sendiri dan lingkungannya secara mandiri. Jadi kinerja Kepala Desa/Petinggi
Kampung sangat berhubungan erat terhadap pemberdayaan masyarakat dan juga
pembangunan desa nya, jika kinegjan baik maka akan menghasilkan
pemberdayaan yang baik, jika kinerja Kepala Desa/Petinggi Kampung tidak baik
maka pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan dan masyarakat tidak akan
mengalami kemajuan.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
pada Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat dan Desa Tanjung Jan yang berada di
Kercamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Peneliti
tertarik untuk meneliti ketigalesa tersebut karena berada di bagian pedalaman
Kalimantan Timur yang akses pendidikan nya masih cukup terbatas dikarenakan

6 Sipandita,  APBN Tahun 2024 Di ket oldkutipDdarna Des a
https://www.sekoci.web.id/warta/baca  -artikel.php .
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tidak ada universitas di daerah itu dan letak geografis masasing desa yang
berbeda juga seperti desa Pentat yang berada di jalur utama yang selalu dilalui oleh
orangorang yang menuju melak dan samarinda kota, desa Tanjung Isuy sebagai
pusat pemerintean dari Kecamatan Jempang yang juga berada di Tanjung Isuy
sehingga daerah ini paling besar disbanding yang lainnya, dan desa Tanjung Jan
yang masih bisa dikatakan sebagai pelosok atau lebih pelamana lagi karena tempat
nya yang berada di bagian paling njudan berbatasan dengan Danau Jempang
sehingga tidak ada aktivitas jalur seperti di desa Pentat. Diantara ketiga desa yang
telah disebutkan di atas, hanya desa Tanjung Isuy yang memiliki sekolah tingkat
SMA, sedangkan di desa Pentat hanya SMP dan dilédegang Jan hanya sebatas

SD.

Wewenang Kepala Desa/Petinggi Kampung yang terbilang besar juga
menjadi pertanyaan apakah relevan Kepala Desa/Petinggi Kampung dengan
kualifikasi pendidikan yang tidak setinggi Kepala Lurah memiliki kewenangan
menjalankan otonomi daerah yang lebih besanpdala Kepala Lurah, dikarenakan
Kepala Lurah minimal pendidikan nya ialah S1 dan wajib PNS yang diutus oleh
walikota dengan wewenang terbatas, berbanding terbalik dengan Kepala
Desa/Petinggi Kampung yang memiliki wewenang yang sangat luas dalam
menjalanian dan mengelola wilayahnya sendiri. Dan pendidikan yang baik juga
membuat seorang pemimpin mampu mengambil keputusan yang rasional
berdasarkan wawasan dan fakta dikarenakan memiliki ilmu yang lebih dalam
terkait permasalahan yang ada.

Keterbatasatketerbatasan terbutlah yang menjadi tantangan di masa
sekarang mengingat semakin berkembang dan semakin majunya teknologi
informasi yang ada, demi menciptakan masyarakat dan generasi yang cemerlang,
maka semua harus dimulai d@m@émimpin nya. Oleh karena itu penting untuk
mengetahui dan mencari tahu apakah jenjang pendidikan Kepala Desa/Petinggi
Kampung berpengaruh terhadap kinerja nya dalam mengelola dan membangun
desa yang dipimpin oleh nya.

Nabi Muhammad SAW bersabda:
SR fx fpve v, SRS L RTpve Bv, BRESAMT ik Ives

Artinya: A Bar ang siapa yang mengi nginkan I
tuntutlah ilmu dan barang siapa yang ingin kebahagian akhirat, tuntutlah ilmu dan
barangsiapa yang menginginkan keduanya,
Allah juga berfirman didalam AQu r 6 a n -Blujadatah ayat 11.:

3 SRR MU SAERINFe DG el IX( /. ~: wlOp)F T 1 1OF

Artinya: A Al | ah ni scaya akaamg yang megiman glik a t oOr é
antaramu dan orangrang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti
terhadap apa yang kamu kerjakan. o
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Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk membuat karya ilmiah berjudul
AAnalisis Yuridis Dalam Penetapan Jenj ar
Kecamatan Jempang (Studi Kasus di Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat dan Desa
Tanjung Jan) o

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diuraikan dalam studi ini
yaitu, pertama, Apakah tingkat pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung satu
satunya faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja pemerintahan desa di Desa
Tanjung Isuy, Desa Pentat DandaeTanjung Jan?; kedua, Apa faktor pendukung
dan penghambat kinerja Kepala Desa/Petinggi Kampung dalam menjalankan
program pemerintah Desa Di Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat Dan Desa Tanjung
Jan?

Metode penelitian: Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kualitatif atau
disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu memahami makna, perspektif subjek,
dan proses yang terjadi secara mendalam dan rinci. Pendekatan pada penelitian ini
yaitu Yuridis Emjris atau disebut juga penelitian lapangan yang mengkaiji
ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi dalam kenyataannya di dalam
masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukm mengenai
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum norseaiifra langsung pada
setiap peristiva hukum tertentu yang terjadi dalam masyatdkakasi yang
peneliti pilih merupakan beberapa Desa sebagai sampel di Kecamatan Jempang,
seperti Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat, dan Desa Tanjung Jan.

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitian kepada perbedaan jenjang
pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung dalam mempengaruhi kinerja
pemerintah desa, dan masih relevan kah Und#rdpng Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, terkhusus Pasal 33 huruf yaeggatur tentang syarat minimal
jenjang pendidikan sebagai calon Kepala Desa/Petinggi Kampung yaitu minimal
SMP sederajat.

B. Pembahasan

Pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang menyenangkan agar
peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan
meliputi pengjaran éahlian khusus dan kebijaksdaujuan pendidikan adalah
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

7 Heru Kurniawan, Pengantar Praktis Penyusun Instrumen Penelitian,
(Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 2.

8 Ratih Elvikha Yulasri, Konsep Pendidikaan Sebagai Suatu Sistem dan Komponen
Sistem Pendidikar(Padang: Pusat Kajian Humainora FPBS IKIP, 2019). h. 3.

Al-Mizan: Islamic Law Review Journal, Vol. 1, No. 1 Tahun 2026 44



Muhammad Melky Canani

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab?

Selanjutnya peneliti akan menguraikan pembahasan dari rumusan masalah
yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tingkat pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung sattsatunya faktor
yang mempengaruhi terhadap kinerja pemerintahan desa di Desa
Tanjung Isuy, Desa Pentat Dan Desa Tanjung Jan

Peneliti menemukan beberapa hal yang berpengaruh dari perbedaan
tingkat pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung, khusus nya di desa
Tanjung Isuy, Pentat dan Tanjung Jan yang memiliki latar belakang pendidikan
dan geografis desa yang berbeda.

Kepala Desa/Petinggi Kampung merupakan pemimpin tertinggi di
tingkat desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Kepala
Desa/Petinggi Kampung dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan
Kepda Desa/Petinggi Kampurl§. Tugas pokok Kepala Desa/Petinggi
Kampung, antara lain: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan
pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, memberdayakan
masyarakat desa, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat
dan lembaga lainnya.

Tingkat pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung telah diatur didalam
UndangUndang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa Pasal 33 huruf (d) yang
menyatakan bahwa Kepala Desa/Petinggi Kampung dapat mencalonkan diri
atau menjabat dengan standar pendidikan minseledlah menengah pertama
(SMP)1? Kemudian Undandgndang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undabgdang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 39 ayat (1) yang mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per
periode nyd?

9 Suriyati, etal , OTujuan, Al at dan Lingkungan Pen
Determinan Dal am P édumdl Atdlarlkiysiai: durnald®andidikan
Islamedisi No. 2, Vol. VIl, 2022.

10 sarpi n, OPeran Kepala Desa DaduraanlimRe mbangun
Administrasi Negarano. 2, Vol. Il, 2017.

11 Pasal 33 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

12 Pasal 39 Ayat (1) UndangUndang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Al-Mizan: Islamic Law Review Journal, Vol. 1, No. 1 Tahun 2026 45



Analisis Yuridisdalam Penetapah . ,

Kriteria seorang pemimpin juga diatur didalam@u r 6 an t ent ang

Amri. Ulil Amri memiliki beberapa makna yaitt#:

a. Menurut bahasa adalah setiap orang yang memerintah dan mengurus
urusan.

b. Menurut istilah, kata ulil amri dapaermakna umum dan khusus.

Cc. Makna umum dari ulil amri adalah setiap orang yang menguasai dan
mengurus suatu urusan dengan kekuasaan yang sah, seperti suami yang
berkuasa atas istrinya dan pemilik budak yang berkuasa atas budaknya.

d. Makna khusus dari ulil amri adalah setiap orang yang menguasai dan
mengurus urusan kaum muslimin dalam lingkup luas dan mencakup
umum, seperti.i khal gf ah dan kepala neg

e. Jumhur wul ama sal af dan khal af dar.i k al
akidah di antaranya Alabar 0 berpendapat bahwa u
pemimpin dan penguasa.

Ulil Amri memiliki kewajiban untuk menjaga dan menegakkan agama

islam, menegakkan hukum yang adil, melindungi dan menjaga wilayah negara

dan tempat suci kaum muslimin agar aman dari gangguan, menegakkan hukum

had, memerangi orang yang menentang islamatetitialwahi hingga masuk

i sl am, mengambi l harta f ai dan memungu

tanpa rasa takut dan paksa, menentukan gaji pegawai dan pengeluaran kas

negara tanpa berleblbBbihan sesuai aturan syariat, memilih dan mengangkat
orangorang profesional untuk memegang jabatan strategis dalam rangka
menjalankan tugakigas negara dan memilih oraogang yang jujur untuk

mengurusi keuangan negara, dan terjun langsung menangani persoalan penting

dalam negara dan mencari tahu segala kondigatak

Ulil Amri merupakan pemimpin negara yang harus memiliki sejumlah

kriteria tertentu yang wajib diperhatikan. Hal ini mengingat besarnya tanggung

jawab yang diemban dan agar ia mampu memikul amanat besarnya. Kriteria

ulil amri yang menjadi pemimpin tertingdalam negara yaitu: Islam, merdeka,

baligh, berakal, lakiaki, berilmu, memiliki keadilan, dan memiliki kecakapan

diri dan fisik®

Hal ini diatur didalamAl-Qu r 6 a n  Slisar Ayat 59A n

CTEKGeasT (ke RV BTRARAAN  FAFRERe Ry
LraihEsbafdF2®. WY cl (., o PIPODIrasd. P
el c i

13

14
15

Siti Lutfiah, et.al, Ulul Amri Dalam AI-Qur dan ( St udi TAydts i r Te ma
Tentang Ulil Amr)i, (Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam Al -Hidayah, 2022), h.

187.

Siti Lutfiah, et.al, Ul u | hél96.

Siti Lutfiah, et.al, Ul u Jhél98.
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Artinya: "Wahai orangorang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara
kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada
Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu berinkepada Allah dan
hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya
(di dunia dan di akhirat).(Q.S.4: 59).

Meskipun kriteria seorang pemimpin khsusnya Kepala Desa (Petinggi
Kampung) telah diatur didalam hukum positif dan hukum islam, namun dengan
berkembangnya zaman yang semakin modern mengikuti era digitalisasi,
apakah kriteria tersebut masih relevan digunaeagai sumber hukum yang
mengatur secara prosedural mulai dari syarat pencalonan hingga menjabat
dikarenakan banyak dinamika yang telah berubah seiring berkembangnya
zaman.

Dari sini peneliti tertarik untuk melihat perbedgaerbedaan dari
pengaruh jenjang pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung yang berada
dibawah naungan Kecamatan Jempang terkhusus Desa Tanjung Isuy, Pentat
dan Tanjung Jan sebagai sampel dikarenakan p&aditiérakhir dari masing
masing Kepala Desa/Petinggi Kampung berbeda seperti Kepala Desa/Petinggi
Kampung Tanjung isuy memiliki pendidikan terakhir Sarjana limu
Pemerintahan dengan gelar S.IP, sedangkan Kepala Desa/Petinggi Kampung
Pentat dan Tanjung Janemiliki riwayat pendidikan terakhir yaitu SMA.
Berikut beberapa poin yang menjadi tolak ukur perbedaan kinerja Kepala
Desa/Petinggi Kampung berdasarkan jenjang pendidikan nya:

a. Pengaruh jenjang pendidikan terhadap kinerja umum Kepala Desa/Petinggi

Kampung

Kepala Desa/Petinggi Kampung dengan pendidikan sarjana seperti
di Tanjung Isuy lebih sistematis dan mahir dataemjalankan administrasi
dan lebih cepat beradaptasi dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh
badan pemerintahan yang lebih tinggi, hal tersebut berkaitan dengan lokasi
desa nya yang menjadi pusat dari Kecamatan Jempang itu sendiri. Berbeda
dengan Kepal Desa/Petinggi Kampung Pentat dan Tanjung Jan meskipun
memiliki pendidikan yang lebih rendah namun tetap mampu menjalankan
pemerintahannya dengan baik berdasarkan pengalaman dan kedekatan
bersama masyarak&t.Dan juga berdasarkan hasil analisis pengukuran
keberhasilan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan maupun
melaksanakan program desa berjalan baik karena bekerja berdasarkan
peraturan yang berlaku, mengembangkan infrastruktur dengan baik, dan
meningkatlan segala aspek di Tanjung Isuy

Kepala Desa/Petinggi Kampung Pentat juga cukup terampil
dikarenakan sering mengikuti pelatiRpelatihan yang menunjang

16 Akhmadi, Kepala Desa/Petinggi Kampung Tanjung Isuy, WawancaraJanjung
Isuy, 14 Agustus 2025.
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kinerjanya sehingga tidak terlalu menghambat kinerjanya meskipun
pendidikan terakhirnya SMA, walaupun ada kebijakan baru dari
pemerintah yang lebih tinggi, tetapi dengan bantuan staff nya menjadi
penunjang dalam memahami hal yang kurang dimengerti darsiloka
desanya yang strategis karena berada di jalur utama penghubung untuk
masuk lebih dalam seperti kearah MelalBeradasarkan hasil analisis
keberhasilan kinerja pemerintah desa, desa pentat berjalan cukup baik dari
segi pembangunan infrasturuktur meskipun demikian ada hal yang masih
menjadi kendala dan perlu pengembangan kedepannya.

Berbeda dengan Kepala Desa/Petinggi Kampung Tanjung Isuy dan
Pentat, Kepala Desa/Petinggi Kampung Tanjung Jan terkesan lebih kaku
dalam menjalankan administrasi desa, meskipun demikian mereka tetap
mendapatkan pelatihan dan pembinaan yang menunjang pekergseka.
Lokasi desa nya yang sangat terpelosok dan jumlah penduduk yang tidak
begitu banyak membuat Kepala DE%tinggi Kampung Tanjung Jan
sangat jarang berkantor dikarenakan tidak ada urusan administrasi yang
ditanganin, sehingga jika ada yang berkepentingan maka akan langsung
datang ke rumahProgram yang menjadi fokus Kepala Desa/Petinggi
Kampung sekarang adalah revitalisasi pelabuhan Danau Jempang yang
berada di Tanjung JaAdan berdasarkan hasil analisis keberhasilan kinerja
pemerintah desa, keberhasilan pemerintah desa di Tanjung Jan masih
cukup baik, namun yang menjadi PR besar adalah karena Kepala
Desa/Petinggi Kampung Tanjung Jan gagal memperjuangkan program
perbaikan akes jalan menuju Tanjung Jan ke pihak Kecamatan maupun
Kabupaten.

Berdasarkan pandangan masyarakat, gaya kepemimpinan Kepala
Desa/Petinggi Kampung tidak hanya diukur berdasarkan latar belakang
pendiikan, tetapi lebih kepada sejauh mana Kepala Desa/Petinggi
Kampung mampu berkomunikasi dengan warganya, melibatkan
masyarakia dalam setiap program pemerintah desa dan memberikan
pelayanan serta pemenuhan hak masyar@keh karerna itu pendidikan
memang berpengaruh, namun bukan -satunya faktor yang menjadi
penentu kinerja serta gaya kepemimpinan Kepala Desa /Petinggi
Kampungt®

17

18

19

Flaurensius Edison, Kepala Desa/Petinggi Kampung Pentat, Wawancara 13
Agustus 2025.

Moses Jemi, Kepala Desa/Petinggi Kampung Tanjung Jan, Wawancara
Tanjung Jan, 14 Agustus 2025.

Reminam, Ketua Rt. 2 Desa Tanjung JanWWawancaraTanjung Jan, 15 Agustus
2025.
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b. Peran pelatihan dan pembinaan dari pemerintah
Peneliti juga menemukan bahwa pelatihan dan pembinaan dari
pemerintah yang lebih tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam
meningkatkan kualitas, perkembangan dan kinerja Kepala Desa/Petinggi
Kampung. Pelatihan rutin selalu diberikan oleh pihak Kecamatan,
Kabupaten hingga Kemendagri, bahkan dalam beberapa kasus pemerintah
daerah setempat juga bekerjasama dengan pihak swasta demi menunjang
program desa dari Kepala Desa/Petinggi Kampgndelalui pelatihan
pelatihan seperti ini Kepala Desa/Peting@mpung baik Tanjung Isuy,
Pentat dan Tanjung Jan mendapatkan keterampilan teknis, kemampuan
manajemen, hingga penguasaan teknologi digital. Dengan demikian
pelatihanpelatihan tersebut mampu menutup atau setidaknya mengurangi
kekurangan yang dimiliki ole masingmasing Kepala Desa/Petinggi
Kampung?*
c. Faktor nompendidikan yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa/Petinggi
Kampung
Peneliti menemukan bahwa selain jenjang pendidikan, ada faktor
lain yang juga mempengaruhi kinerja Kepala Desa/Petinggi Kampung.
Seperti pengalaman beroganisasi sebelum menjabat, kedekatan personal
Kepala Desa/Petinggi Kampung dengan masyarakat, partisidié
masyarakat saat ada musyawarah maupun kegiatan yang diselenggarakan
pemerintah daerah, kondisi geografis desa, serta dukungan dari pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah yang lebih tinggi juga turut menentukan
keberhasilan Kepala Desa/Petinggiarfpung dalam menjalankan
pemerintahan dan program désa.
d. Digitalisasi pemerintahan desa
Berdasarkan perkembangaaman yang semakin mengandalkan
teknologi digital atau biasa disebut dengan era digitalisasi, Kepala
Desa/Petinggi Kampung tentu saja dituntut untuk mengikuti
perkembangan tersebut mulai dari sistem administrasi berbasis teknologi
seperti website portal gmerintah dan suraenyurat online. Kepala
Desa/Petinggi Kampung yang memiliki latar pendidikan sarjana seperti di
tanjung isuy lebih cepat beradaptasi dengan perubahan ini dikarenakan
mekanisme pendidikan yang telah dilalui lebih beragam daripada saat di
SMA. Meskipun demikian Kepala Desa/Petinggi Kampung dengan
pendidikan SMA sederat juga tetap mampu menyesuaikan diri berkat
pelatihan rutin dan berkelanjutan. Digitalisasi adminitrasi terbukti
meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi adnaisiist
kecepatan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi baik kepada kecamatan,

20 Flaurensius Edison....
21 Akhmadi...
22 Moses Jemi é
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kabupaten hingga pemerintah pusat, juga mempercepat akses informasi
bagi masyarakat disekitar.

Meskipun pencalonan Kepala Desa/Petinggi Kampung tidak terlalu kaku
mengikuti kriteria pemimpin berdasarkan Unddamgdang maupun hukum
islam yang berlaku, perlu diperhatikan bahwa orang yang mencalonkan diri
menjadi Kepala Desa/Petinggi Kampung setidakmgais amanah, memiliki
keterampilan maupun kemampuan memimpin serta mengetahui porsi dan
keahlian masingnasing individu juga sangat berpengaruh demi kepentingan
dan kemslahatan umat. Posisi Kepala Desa/Petinggi Kampung bukan hanya
sekedar menjadi pemimpdari desa terkait, tetapi bagaimana seseorang dapat
bertanggung jawab bekerja demi memenuhi kebutuhan, keperluan daakhak
masyarakat, bukan hanya sekedar menginginkan kekuasaan. hal seperti
disebutkan oleh beberapa ulama dan hadits yaitu:

HR. Al-Bukhari

%@Mﬁ@%im@ﬂmppp PYIOF) oyj K FN
UIKFZ HELBRT AR YO NID

Ar t i rApabila anfanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya
kiamab . Orang itu (Arab Badui) bertanya,
itu?0 Nabi saw menjawab, AApabila suat.
ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. ( H BBukhah)l

Ibnu alBatthal menyebutkan:

FMyT _ eTCIOF 3kY wytlOHb 610 cMN33yT _ 6
FAY CI e1CGEX Y30 MCH]

bFT2PvPEF T WO IEf Ul bhc 3 IOF W

Ar t i Bahag paré pemimpin telah diberi kepercayaan oleh Allah
dan wajib untuk menasihatiambahambaNya, maka hendaknya mereka
menyerahkan kepemimpinan pada ahli agama. Jika mencontoh selain ahli
agama, maka mereka telah mengiakan amanah yang telah dianugerahkan
Allah." (H.R. Ibnu AFBatthal)

Dalam perspektif Siyasah Syardéiyyah
masyarakat yang berdasarkan pada prinsip dan jiwa syariat Islam untuk
mewujudkan kemaslahatan. Ini merupakan bidang ilmu politik Islam yang

23

Ami en Nur haki m, OMaksud Hadi t s 6Ji ka Per k:
Ahl i nya, Tun g gNulOalihe (¥karam23tO&tdber 2023.
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mengatur kebijakan penguasa agar sesuai dengan hukum Islam dan bertujuan

untuk menjaga kemaslahatan umat, dengan mengambil-atsar dari Al

Qur'an, Hadis, dan kaiddtaidah fikih. Dikemukakan oleh lbnu Aqgail definisi

dari Siyasah?®Syarodiiyah yaitu:

1) Bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang
banyak. Ini menunjukan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks
masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas
dalam mengarahkan publik.

2) Kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari
beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat
kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal
seperti itu memang salah satu sifat khas dgsisah yang penuh cabang
dan pilihan.

3) Siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urussnsan publik yang
tidak ada dalil gath'i dari @ur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah
kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam
siyasah yang sering digunakan adalah plesid® giyas dan maslahat
mur sal ah. Ol eh sebab itu, dasar ut am
adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan
umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang
seaditadilnya meskipun cara ygnditempuhnya tidak terdapat dalam
alQur'an dan Sunnah secara ekspifsit.

Dalam pandangan-lawardi, ijtihad merupakan sarana penting untuk
menjaga keberlangsungan hukum Islam di tengah perubahan zaman. Selama
suatu persoalan belum memiliki dalil yang jelas dan tegas dala@uAl 6 a n
atau hadis, maka seorang ulama yang memeagyahét wajib melakukan ijtihad
untuk menemukan hukumnya. ljtihad tidak hanya menjadi ruang kreativitas
intelektual, tetapi juga sebuah amanah ilmiah agar syariat tetap relevan dan
mampu menjawab kebutuhan masyarakat seiring berkembangnya zaman.

Namun, aMUwar d Q menekankan bahwa tidak
berijtihad. Aktivitas ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki
kapasitas keilmuan tinggi yaitef:

a) Memiliki sifat adil dengan segala persyaratannya,

b) Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad dalam
masalah hukum dan pengelolaannya,

c) Sehat mental,

d) Sehat fisik,

24 Wahijul Kadr i dan Nurul Hi dayah Tumadi , 0Si
dalam Jurnal Hukum Tata Negaradisi no. 2, Vol. V, 2022.

% Fauzul Hani f Noor At hi ef dan Redutnal Hedi J
Wacana Hukum Islam dan Kemanusiagdisi no. 2, Vol. XXIIl, 2023.

%6 Syafruddin Syam, OPemi ki r amawdd |Dart i k Il sl a

Rel evansi nya Di JurnaflAliiadi edisiand. 020 \&l. 1h 2023.
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e) Berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan kepentingan umat,
f) Memiliki keberanian dan ketegasan untuk melindungi rakyat dan
menumpas musuh, dan

g) Keturunan Kuraisy

Pemikiran Imam AlMawardi tentang sistem pemerintahan Islam sangat
realistis dan demokratis. Hal ini disebabkan karena ImarMaMardi
membangun kerangka konseptual mengenai penyelenggaraan ketatanegaraan
yang ideal berdasarkan permasalahan politik yangcoiupada realitas
zamannya. Selain itu, Alawardi telah mengembangkan konsep baru tentang
ahl imamah, ahlul halli wal aqdi dan hubungan keduanya melalui kontrak sosial
dan berdampak pada kehidupan politik yang lebih demokratis. penerapan
konsep dan pemitan Al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam di
Indonesia memberikan pengaruh yang besar dalam mewujudkan kehidupan
berdemokrasi yang lebih adil, adanya pemisahan fungsi lembaga pemerintahan
dalam teori trias politika: antara lembaga legislatif, ektséldan yudikatif
pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori kontrak sosial yang
dibangun Imam AMawardi. Dengan demikian, pemikiraniawardi dapat
diterapkan di Indonest.

2. Faktor pendukung dan penghambat kinerja Kepala Desa/Petinggi
Kampung dalam menjalankan program pemerintah Desa Di Desa
Tanjung Isuy, Desa Pentat Dan Desa Tanjung Jan

Peneliti menemukan faktor pendukung dan penghambat yang terjadi
dalam yang berkaitan dengan pendidikan kepala desa dalam menjalankan
program pemerintah desa yaitu sebagai berikut;

a. Faktor Pendukung

1) Kepala Desa/Petinggi kampung yang memiliki pendidikan Sarjana
lebih tertata dalam membangun desa yang dipimpin nya dan juga
memiliki visi serta misi jangka panjang yang jelas untuk pembangunan
desa nya di masa mendatang, dan memiliki inwvemsiasi baru utuk
dibawa ke desa yang dipimpin mfa.

2) Budaya gotong royong dan kebersamaan masyarakat desa

Nilai kebersamaan masih terjaga kuat, sehingga Kepala Desa

(Petinggi Kampung) seperti di Tanjung Isuy, Pentat dan Tanjung Jan
tidak kesulitan menggerakkan warga untuk ikut serta dalam program
pembangunan maupun program lainnya yang melibatkan banyak
masyaakat. Hal ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam
mempercepat tercapainya program yang digagas oleh Kepala
Desa/Petinggi Kampung karena masyarakat sangat antusias jika ada
program dari Kepala Desa/Petinggi Kampung yang berdampak pada

27ZRahmawati, 0Sistem Pemer-Mawardi Daa Aplikasnfjaa m Menur u
Di I ndon e s jumal SyardradaraHukuraedisi no. 2, Vol. XVI, 2020.
28 Akhmadi dan Flaurensius Edison, Ke pal a Desaé
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kemajuan maupun perkembangan masiraging desa yang aéfé-al

ini disebutkan juga didalam ADur 6 an p ot o AMVpidah

Ayat 2 yaitu:

A EoRFHuM GHED AR R EonhyHe M AVGHD
(7 WCoRMHIOE  ZF il

Ar t i Dandolongfenolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolengenolong dalam berbuat

Sur ah

dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah

sangat berat siksaaN y a(Q.8.6:2).

3) Kedekatan Kepala Desa/Petinggi Kampung dengan masyarakat

Peneliti menemukan bahwa peran masyarakat merupakan salah
satu faktor kunci dalam menciptakan pemerintahan desa yang

partisipatif dan efektif. Kepala Desa (Peting@mpung) yang terjun

langsung kelapangan untuk berdialog, mendengar keluhan, serta
membuka ruang musyawarah dengan masyarakat membuat Kepala
Desa (Petinggi Kampung) lebih mudah mendapatkan legitimasi dan

dukungan dari masyarakat. Sehingga saat ingin reafetkan program

kerja nya, masyarakat bisa dengan antusias membantu program

program yang digagas oleh Kepala Desa /Petinggi Kamjfung.
4) Fasilitas desa yang semakin membaik

Peneliti menemukan bahwa perkembangan fasilitas desa yang

semakin membaikmenjadi salah satu indikator penting dalam

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sekaligus
kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan akses listrik, jaringan internet,
serta sarana dan prasarana kantor desa yang memadai memberikan
dampak positif gng sangat signifikan terharap efektivitas pelayanan

publik maupun jalannya roda pemerintaRan.

Bagi pemerintah desa fasilitas seperti ini mempermudah
koumunikasi dengan pemerintah daerah lain nya maupun pemerintah
pusat, sistem berbasis digital seperti aplikasi pengelolaan dana desa,

pelaporan online dan koordinasi melalui pertemuan virtéal.

Sedangkan untuk masyarakat fasilitas seperti ini menjadi jalan
masuk informasi dari luar, baik terkait pendidikan, kesehatan,

ekonomi, dan peluang usaha. Bahkan ear@dék sekolah juga dapat

29
30
31
32

Moses Jemi dan Flaurensius Edison Kepala Desa
Aung dan Denny Saputra, Ket ua RTEé
Akhmadi, Kepal a Desaé
Flaurensius Edison,Ke pal a Desaé
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5)

6)

7)

8)

mengakses materi belajar secara daring, dan pelaku UMKM bisa
memasarkan produk secara onliffe.
Peran perangkat desa yang mendukung

Perangkat desa berperan penting dalam mendukung kinerja
Kepala Desal/Petinggi Kampung, terutama ketika Kepala
Desa/Petinggi Kampung memiliki keterbatasan dalam bidang
pendidikan maupun keterampilan administratif, kehadiran perangkat
desa yang memiliki ketampilan teknis, serta pemahaman
administrasi yang baik dapat menjadi penopang utama dalam
penyelenggaraan tugas pemerintah desa. Sinergi antara pembagian
tugas Kepala Desa/Petinggi Kampung dan perangkat desa
memungkinkan tugasigas seperti pemerintaharglgyanan publik,
hingga pengelolaan pembangunan dapat berjalan lebih eféktif.
Dukungan pemerintah dan lembaga terkait

Dengan adanya program pelatihan, bimbingan teknis, serta
pendampingan dari pihak kecamatan, kabupaten hingga pemerintah
pusat, sangat membantu Kepala Desa/Petinggi Kampung dalam
mengikuti dinamika perkembangan yang ada, memahami aturan atau
kebijakan barumenjalankan program sesuai ketentuan dan mengikuti
perkembangan zaman yang semakin modern. Sehingga Kepala
Desa/Petinggi Kampung lebih siap untuk menghadapi tantangan,
mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan terdorong untuk
berinovasi dalam merignkan program desa maupun pembangunan
desas®
Ketersediaan dana desa

Ketersediaan Dana Desa menjadi salah satu faktor paling penting
dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di
tingkat desa. Alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
hingga Pemerintah Pusat memberikan ruang gerak yang leblbelgias
Kepala Desa/Petinggi Kampung untuk merancang, mengelola, dan
melaksanakan prograprogram prioritas sesuai kebutuhan
masyarakat. Dengan adanya dana tersebut, desa dapat membiayai
berbagai sektor pembangunan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan,
jembatan, dan sarana umum, hingga peningkatan layanan kesehatan
dan pendidikan. Tidak hanya itu, Dana Desa juga memungkinkan
adanya program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan
keterampilan, bantuan usaha kecil, maupun pengembangan potensi
lokal yang dapt meningkatkan pendapatan masyarakat.
Partisipasi aktif tokoh masyarakat dan lembaga desa
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Keterlibatan Kepala SekBiemberdayaan Masyarakat Kampung
(KASI PMK), tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi masyarakat
desa dalam mendukung kebijakan Kepala Desa/Petinggi Kampung
turut menjadi faktor penguat dalam menjalankan program, dikarenakan
dalam melaksanakan program dekapala Desa/Petinggi Kampung
memerlukan dukungan dari semua elemen masyarakat maupun
pemerintah yang lebih tinggi agar proses nya berjalan dengan lancar
demi memajukan desa. Dengan adanya partisipasi aktif dari semua
elemen ini membuat Kepala Desa/Peginlampung tidak bekerja
sendirian, melainkan bersamasama membangun desa dan memberikan
manfaat nyata bagi seluruh warga.

b. Faktor Penghambat
1) Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan Kepala
DesdPetinggi Kampung

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
pendidikan formal terutama untuk Kepala Desa/Petinggi Kampung
yang merupakan pemimpin dengan wewenang yang besar seperti
membuat kebijakan hingga pengaturan dana desa. Karena dalam proses
pemilihannya masyrakat cenderung melihat aspek fakademik
seperti popularitas, pengalaman bekerja di desa, pengaruh keluarga dan
kekerabatan. Sehingga hal tersebut justru sering kali lebih dominan
dari pada menilai latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh calon
pemimpin desa®’

Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa pendidikan formal
bukan faktor utama yang menentukan keberhasilan Kepala
Desa/Petinggi Kampung. Sehingga pendidikklanmal dipandang
sebagai formalitas belaka, seperti hanya sekedar memenuhi syarat
administrasi, bukan modal utama untuk meningkatkan kualitas
kepemimpinans®

Hal ini terjadi di Tanjung Jan dimana masyarakat tidak
menjadikan jenjang pendidikan sebagai tolak ukur utama dalam
memilih calon Kepala Desa/Petinggi Kampuftg.

2) Kondisi geografis dan aksesibilitas desa

Kondisi geografis desa terutama di Tanjung Jan menjadi faktor
penting yang mempengaruhi  efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangur&iKarena posisi Tanjung Jan lebih
pelosok dan cukup jauh dari jalur utama. Membuat proses
pembangunan nya lambat karena kendaraan besar seperti truck tidak
bisa masuk, beberapa faktor diantaranya jembatan danau jempang
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masih kayu dan mengalami kerusakan serta jalur menuju Tanjung Jan
yang tidak besar dan masih banyak yang belum di aspal. Akibatnya
distribusi barang kebutuhan pokok, bahan bangunan dan sarana
pendukung pembangunan lainnya sulit masuk sehingga membuat
pembagunan Tanjung Jan lebih lambat dibandingkan dengan desa
yang memiliki akses jalan dan transportasi yang memédai.

Gambar 4. 1
Kondisi Geografis Jalan di Tanjung Jan

Sumber Foto: Hasil Observasi Geografis di Tanjung Jan, diambil
tanggal 13 Agustus 2025

Gambar 4.2
Hasil Observasi akses jalan menuju Tanjung Jan
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Sumber Foto: Hasil Observasi Geografis di Tanjung Jan, diambil
tanggal 13Agustus 2025
3) Pengaruh politik dan kepentingan pribadi

Peneliti menemukan bahwa pengaruh politik dan kepentingan
pribadi sering kalimenjadi faktor yang menghambat tercapainya
pembangunan yang adil dan merata. Kepala Desa/Petinggi Kampung
terkadang terjebak dalam kepentingan politilk praktis, terutama setelah
proses pemilihan yang melibatkan dukungan dari kelorkeddmpok
tertentu?? Kondisi seperti ini membuat Kepala Desa/Petinggi
Kampung cenderung lebih fokus memenuhi janji politik kepada
pendukungnya atau mengutamakan kelompok yang dianggap berjasa
dalam proses pemilihan, dibandingkan memperhatikan kebutuhan
masyarakat secara kaselhan.*®

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi peneliti yang berjudul Analisis
Yuridis Dalam Penetapan Jenjang Pendidikan Ptinggi Kampung Di Kecamatan
Jempang (Studi Kasus di Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat dan Desa Tanjung Jan),
peneliti menemukan bahwa perbadgenjang pendidikan Kepala Desa/Petinggi
Kampung memiliki pengaruh terhadap kinerja, yang menentukan keberhasilan
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. maka disimpulkan hbaghet t
pendidikan bukanlah sasatunya faktor yang mempengaruhi kinerjap&la
Desa/Petinggi Kampung di Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat, dan Desa Tanjung Jan
dikarenakan ada kemampuan fformal yang juga berpengaruh menunjang
keberhasilan Kepala Desa/Petinggi Kampung dalam menjalankan tugasnya.
Meskipun kemampuan neformal tersebut bersifat relatif, namun hal tersebut juga
berpengaruh dalam melaksanakan kinerja pemerintah desa.

Kepala Desa/Petinggi Kampung dengan latar belakemglidikanSarjana
lebih sistematis, mahir dalam administrasi, serta cepat beradaptasi dengan
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kebijakan barulebih tertata serta terarah dan memiliki visi dan misi yang, jelas
serta mampuy melihat peluang untuk dijadikan program prioritas dalam
pembangunan desanya sesuai kebutuhan masya@é&atentara itu, Kepala
DesaPetinggi Kampung yang berpendidikan SMA tetap mampu menjalankan
pemerintahan desa dengan baik berkat kedekatan dengan masyarakat, serta
dukungan pelatihan rutin dari pemerintah. Namun Kepala Desa/Petinggi Kampung
kurang memiliki visi misi yang lebih siagan juga pemerataan serta pembangunan
desa nya yang terbilang tidak seperti Kepala Desa/Petinggi Kampung yang Sarjana.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor
pendukung dan penghambat dalam kaitannya dengan jepgamtidikan Kepala
Desa/Petinggi Kampung terhadap pelaksanaan program pemerintah desa terbagi ke
dalam dua bagian utama yait&aktor Pendukung: Kepala Desa/Petinggi
Kampung yang memiliki pendidikan sarjana lebih tertata dan sistematis dalam
memahami kebijakan dan menjalankan program desa, dalam melaksanakan
tugasnya Kepala Desa/Petinggi Kampung didukung oleh budaya gotong royong
yang masih meleltadi masyarakat sehingga program pemerintah desa mudah
diterima masyarakat dan Kepala Desa/Petinggi Kampung gaekgt dengan
masyarakat sangat penting, fasilitas seperti sinyal dan listrik yang memadai juga
sangat menunjang proses pemerintahan desdor Penghambat: Kurangnya
kesadaran akan pentingnya pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung karena
keterbatasan pendidikan di desa membuat masyarakat kurang kritis menanggapi
hal seperti ini, hal ini juga berkaitan dengan politik balas budi atau kepentingan
pribadi yangdilakukan Kepala Desa/Petinggi Kampung yang justru menghambat
proses berjalannya pemerintahan desgeka adanya politik balas budi dan hal
tersebut mengganggu program desa.
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